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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan Penulisti pada bab sebelumnya mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Sukajaya terhadap kepemilikan sertifikat tanah Tahun 2008, maka Penulisti mengemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. 
Pengetahuan mengenai pendaftaran tanah dan terlebih bagaimana cara memperoleh sertipikat dan cara BPN memproses permohonan sertifikat tanah hampir tergolong bukan pengetahuan umum. Tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara memperoleh hak milik atas tanah, dan pentingnya sertipikasi pemilikan hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Masyarakat Desa sukajaya Kabupaten Sumedang hanya sebagian kecil saja yang mensertipikatkan tanahnya. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang diperoleh Penulisti dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa di peroleh data jumlahnya baru 63 sertipikat yang dimiliki oleh 51 Kepala Keluarga (KK) yang  Hak Milik Atas Tanahnya didaftarkan di BPN  dari 124 Kepala Keluarga yang ada di Desa sukajaya Kabupaten Sumedang.
2.
Secara umum, proses pembuatan sertifikat tanah di seluruh Indonesia adalah sama. Demikian halnya dengan prosedur yang berlaku di desa Sukajaya kabupaten Sumedang. Untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah ada 2 cara yang bisa ditempuh yaitu, pertama dengan menggunakan cara pendaftaran tanah Sporadik. Inisiatif datang dari kita sebagai pemohon sertifikat. Kita harus mendatangi kantor pertanahan.  Sedangkan langkah yang kedua adalah dengan  cara pendaftaran tanah sistematik, kita sebagai pemilik tanah dengan status hak milik cukup dengan pertam-tama mendatangi panitia ajudikasi di sekretariatnya di daerah desa/kelurahan tempat lokasi tanah kita berada. Panitia ajudikasi akan berada di lokasi selama kurang lebih 8 bulan. Pada cara ini kita bisa menempuh jalan mudah dengan tujuh langkah 
3. 
Nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang ”einmalig” atau insidentil sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. 
5.2 SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis kemukakan, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Badan Pertanahan Nasuional (BPN) untuk meningkatkan kesadarn hukum masyarakat Desa Sukajaya terhadap kepemilikan tanah, saran-saran tersebut antara lain:

1. Diharapkan agar Dinas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang (BPN) merancang dan melaksanakan Program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat Sumedang secara umum dan masyarakat desa Sukajaya secara khusus dalam kepemilikan sertifikat tanah.

2. Diharapkan agar Dinas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang (BPN) peningkatan kualitas sumber daya manusia terkait dengan pelaksanaan proses peningkatan kesadaran hukum terhadap kepemilikan sertifikat tanah yang harus dilaksanakan secara maksimal.

3. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Sumedang menjadikan pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Sumedang dilakukan sejak dini dan intensif.
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